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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Mewujudkan pemerintahan yang efekif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah bukan pekerjaan yang sederhana. Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dijalankan oleh komponen pemerintah saja, justru memerlukan dukungan yang besar dari komponen lain, yaitu swasta dan masyarakat yang berinteraksi dalam suatu sistem tata pemerintahan yang baik (good governance).
Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Daerah memberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar yuridis penyelenggaraan pemerintah daerah, dan juga sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dasar yuridis tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
Otonomi daerah berorentasi pada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk fungsi pelayanan publik.

Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pelayanan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, karena hal tersebut diperlukan oleh pemerintah sebagai data atau dokumen bagi masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dasar hukumnya sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah”.

Pasal 68 ayat (2)  menyatakan bahwa:

“Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi Perekaman, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil”.

Pasal 68 ayat (3)  menyatakan bahwa:

“Dokumen register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan boleh dimusnahkan”.
Selain itu juga adanya landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

Pasal 82 ayat:

(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.

(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 83 ayat:

(1). Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

(2). Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Mencermati bahwa misi utama penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, maka untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan daya dukung aparatur pemerintahan yang handal, cakap dan memiliki kompetensi untuk menyelesaikan berbagai tugas pokok dan fungsi suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan (administrasi) yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum.
Negara terbentuk karena adanya suatu unsur-unsur seperti wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan. Salah satu unsur yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah penduduk. Negara mempunyai penduduk dan kekuasaan yang menjangkau semua penduduk di wilayahnya. Pada setiap daerah tingkat perubahan penduduk terus saja terjadi. Hal ini diakibatkan oleh adanya tingkat kelahiran, kematian, dan juga adanya proses transmigrasi. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Misalnya saja peristiwa penting seperti kelahiran yang merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap terjadinya peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.   

Perubahan penduduk ini menuntut adanya proses pengaturan demi menjamin ketertiban administrasi seperti pendaftaran dan pencatatan penduduk dan untuk memperoleh data kependudukan yang akurat sebagai dasar mengambil keputusan. Alasan ini yang menjadikan pemerintah setempat untuk dapat mencari jalan untuk melakukan penertiban dan pencatatan kependudukan. 
Dukungan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk memberikan layanan secara cepat dan aman dalam proses perekaman, pencetakan, pengiriman (transfer), penyimpanan serta pendayagunaannya. Prinsip-prinsip yang memberikan dukungan tersebut, melalui rancang bangun, alur data dan proses akhir pada rancangan infrastruktur.

Permasalahan yang terjadi saat ini dalam pembuatan akta kelahiran adalah tidak adanya tata tertib administrasi mengenai kependudukan sehingga menyulitkan bagi pemerintah untuk melakukan pendataan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat dilaksanakan dengan judul Proses Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tahun 2009.     
1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengolahan data (input data) pada proses pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tahun 2009?  
2. Bagaimana output yang dihasilkan dari pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tahun 2009?  
1.3. Maksud dan Tujuan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Penulisan Laporan tentang Proses Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. Disamping itu, juga sebagai suatu studi perbandingan terhadap ilmu atau teori yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan dengan realitas keadaan dunia kerja yang sebenarnya, disamping juga dapat mengetahui dan memahami lebih jauh berbagai aktivitas serta kegiatan disebuah badan atau instansi Pemerintahan yang ada di Propinsi Jawa barat, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengolahan data (input data) pada proses pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui output proses pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tahun 2009.
1.4.  Kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
1.  Kegunaan bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat    bagi penulis sebagai pengalaman sehingga dapat menambah wawasan 
pengetahuan sebagai bagian dari proses belajar, serta dapat pula menambah pengalaman bekerja di instansi pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

2. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan:

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pemerintahan.

    b. Dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian mengenai Proses Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.              

3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian diharapkan :

a. 
Sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan praktek di lapangan.

b. Dapat memberikan manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan dan mengatasi masalah.

1.5.  Kerangka Pemikiran
Proses pembuatan akta kelahiran biasanya akan menghasilkan suatu sistem yang memerlukan input, pengolahan data, dan output yang tertentu.  Proses pembuatan akta kelahiran merupakan suatu proses pendaftaran dan pencatatan penduduk (administrasi) bagi setiap penduduk. Dengan adanya proses pendaftaran dan pencatatan penduduk (administrasi) kita dapat memperoleh data yang akurat, oleh karena itu penulis akan menjelaskan beberapa definisi mengenai proses dari beberapa ahli dan definisi yang diambil dari situs website.   Menurut salah satu situs website yang beralamat di http://wikipedia.com proses adalah kegiatan yang melakukan pengolahan suatu data (input) menjadi informasi, informasi dari beberapa data masukan, dan hasil dari proses tersebut menghasilkan output. Sedangkan menurut pendapat James R. Evans dan William M. Lindsay dalam bukunya yang berjudul Pengantar Six Sigma An Introduction To Six Sigma And Process Improvement mengartikan sebagai berikut :

” Proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi : sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan input (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, dan manusia,) menjadi output (produk dan jasa) ”. (Evans dan Lindsay, 2007:17).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang melakukan pengolahan suatu data (input) seperti fasilitas fisik, material, modal, peralatan, manusia, dan energi, dimana data tersebut akan berubah menjadi suatu informasi dan informasi dari beberapa data masukan akan menghasilkan output (hasil keluaran) seperti produk dan jasa.  
Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintahan. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau pola tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan yang menjadi landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk telah diatur melalui Peraturan daerah No. 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:
1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai

Perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.
Pengertian Akta menurut  (Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84) adalah :

”Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”. (Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84).

Sedangkan pengertian akta yang diambil dari sebuah artikel dari situs website dengan judul Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris  Oleh JJ Amstrong Sembiring Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) dalam artikelnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akta menurut Prof. R. Soebekti, S.H adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandangani.
Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam perbuatan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. 

Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam perbuatan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. 
Kelahiran merupakan rangkaian dari tiga tahap, dimulai dengan pembukaan jalan lahir, keluarnya janin, dan dengan pengeluaran plasenta dengan ancaman kematian yang senantiasa ada.
Menurut Kasdu dalam bukunya yang berjudul Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan  mengemukakan sebagai berikut : 
“Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari-ari”. (Kasdu, 2001 : 114).

Tidak berbeda dengan Mochtar dalam bukunya yang berjudul Sinopsis Obsetri : Obsetri Fisiologi dan Obsetri Patologi yang memandang bahwa kelahiran adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin + ari) yang dapat hidup ke dunia luar, dari rahim melalui jalan lahir atau dengan jalan lain. (Mochtar, 1998 : 91 ).
Sedangkan menurut Foster dalam bukunya yang berjudul Antropologi Kesehatan menyatakan bahwa : Kelahiran merupakan waktu-waktu sakit dan penderitaan, pendarahan, dan keluarnya cairan tubuh dengan ancaman kematian yang senantiasa ada. (Foster ,2006 : 335).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kelahiran merupakan rangkaian dari tiga tahap, dimulai dengan pembukaan jalan lahir, keluarnya janin, dan pengeluaran plasenta dengan ancaman kematian.
Sedangkan pengertian akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat  bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.
Pencatatan sipil merupakan suatu proses dimana peristiwa yang penting dialami oleh seseorang yaitu penduduk, dengan tujuan untuk pendataan serta penerbitan dokumen sebagai identitas dari seseorang. Yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana proses dari pencatatan sipil ini sering disebut sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan beberapa definisi mengenai administrasi dari beberapa ahli. Menurut Prajudi dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Manajemen Umum mengemukakan sebagai berikut : Administrasi adalah suatu sistem atau sistema yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan dan output tertentu. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, merngemukakan pengertian administrasi sebagai berikut :

”Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ”. (Siagian, 1997:3). 

Dari pemaparan dan definisi dari para ahli diatas bahwa administrasi itu sebagai proses. Suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat atau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain manusialah yang menggerakkan proses administrasi itu menuju kearah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Unsur-unsur administrasi menurut Sondang P. Siagian sebagai berikut:

1. Manusia

2. Tujuan

3. Tugas atau pelaksanaannya dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a. Kerjasama yang ikhlas

b. Kerjasama yang dipaksakan

4. Peralatan atau Perlengkapan

a. Jumlah orang yang terlibat dalam proses itu

b. Sifat tujuan yang hendak dicapai

c. Ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijalankan,  Sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan dikembangkan.
(Sondang P. Siagian)

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan sebagai berikut :

” Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ”. (UU No. 23 Tahun 2006 : 4). 

Dari pemaparan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik warga negara indonesia (WNI) ataupun warga negara asing (WNA), yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. 

Dengan adanya pelayanan ini pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kegiatan pelayanan tersebut dimasukkan kedalam kegiatan administrasi kependudukan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Proses adalah serangkaian aktivitas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung  yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi penduduk. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi : sekumpulan aktivitas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan operasi yang terlibat dalam perubahan input (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, manusia, dan energi) menjadi output (produk dan jasa).

2. Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintahan. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau pola tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
3. Akta merupakan Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.
4. Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari-ari.
5. Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat  bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.
6. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh administrator dan pelanggan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

  Secara singkat, kerangka pemikiran di atas dapat dilihat secara jelas dalam model kerangka pikiran sebagai berikut :
Bagan 1.1

Model Kerangka Pemikiran
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Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan hipotesis karena menggunakan satu variabel untuk itu, penulis menggunakan proposisi menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam bukunya Metode Penelitian Survei adalah “proposisi merupakan hubungan yang logis antara 2 (dua) konsep…” (Singarimbun, 1989:34).     

Dapat dijelaskan bahwa dalam pendaftaran dan pencatatan penduduk itu memerlukan suatu proses dimana suatu proses itu akan diolah menjadi suatu data yang menghasilkan suatu informasi dan hasil dari proses itu akan menjadi output (hasil). Dalam pelaksanaannya terdapat dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.                          
1.6. Metode dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung. Hal itu sejalan dengan pendapat Moh. Nazir mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki” (Nazir, 1999:63).
Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun pengertian lain dari metode penelitian deskriptif menurut Soehartono bahwa :

”Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002:35). 

1.7. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan 

Pelaksanaan  Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan pada :

Tanggal

: 1 Agustus 2009 s.d 31 Agustus 2009

Instansi

: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung 

Alamat

: Jl. Ambon 1-B Bandung Telepon 022-4209891
Waktu kerja

: Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

	NO
	URAIAN KEGIATAN
	April 2009

minggu ke :

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Observasi lokasi KKL
	
	
	
	

	2
	Perizinan (Fakultas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
	
	
	
	

	3
	Sosialisasi KKL
	
	
	
	

	
	MEI 2009



	4
	Pengajuan judul dan lokasi KKL
	
	
	
	

	
	JUNI 2009

	5
	Pengajuan dan proses bimbingan usulan pelaporan KKL
	
	
	
	

	
	Penyetujuan dan proses bimbingan usulan pelaporan kkl
	
	
	
	

	
	JULI 2009

	6
	Bimbingan proses pelaksanaan kkl menjelang lapangan
	
	
	
	

	
	AGUSTUS 2009

	 7
	Pelaksanaan  KKL
	
	
	
	

	
	SEPTEMBER 2009

	8


	Proses Bimbingan

BAB II. Tinjauan Pustaka
	
	
	
	

	
	Proses Bimbingan dan Penyetujuan

BAB II. Tinjauan Pustaka
	
	
	
	

	
	

	9
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan

BAB III. Objek Pelaporan KKL
	
	
	
	

	10
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan dan Penyetujuan

BAB III. Objek Pelaporan KKL
	
	
	
	

	11
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan

BAB IV Hasil dan Pembahasan Pelaporan KKL
	
	
	
	

	12
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan dan Penyetujuan

BAB IV Hasil dan Pembahasan Pelaporan KKL
	
	
	
	

	13
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan

BAB V Kesimpulan dan Saran
	Minggu Ke-5

	14
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan dan Penyetujuan

BAB V Kesimpulan dan Saran
	Minggu Ke-6

	15
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan dan Penyetujuan keseluruhan bab dalam laporan KKL
	Minggu Ke-7

	16
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Proses Bimbingan dan Penyetujuan kelengkapan laporan KKL
	Minggu Tenang

	17
	Perkuliahan semester ganjil 2009/2010

Pengumpulan laporan KKL
	Pelaksanaan UTS Ganjil 2009/2010 minggu ke-2
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Sedangkan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan output :


Produk


Jasa





Input





Proses





Output





Berikut ini adalah sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan input :


Fasilitas Fisik


Material


Modal


Peralatan


Manusia
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